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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut 

1. Pelaksanaan kepastian hukum notaris apabila terjadi dugaan tindak pidana 

pencucian uang terhadap akta yang dibuatnya notaris sudah bisa 

melindungi profesi dari notaris yang membuka rahasia jabatannya yang 

sudah diwajibkan dalam Undang-Unduang Jabtan Notaris Pasal 16 huruf 

(F), karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Perubahan 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor 

dalam Pencegahan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan prinsip 

Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris ada pasal yang melindungi untuk 

pihak pelapor. 

2. kendala notaris sebagai pelapor dalam pelakasanaan kepastian hukum  di 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN berbunyi notaris wajib 

merahasiakan segala sesuatu mengenai aktanya kecuali Undang-Undang 

menentukan lain, akan tetapi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2021 Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pencegahan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Penerapan prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris, notaris 

wajib melakukan registrasi dan melaporkan pada aplikasi GoAML dalam 
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rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

3.  Polemik terhadap kejahatan khususnya pencucian uang yang terbukti 

menggunakan jasa Notaris sangat diperlukan suatu pencegahan dan juga 

pemberantasan sampai ke akar-akarnya oleh karena itu berdasarkan 

ketentuan Pihak Pelapor, maka dapat diketahui bahwa UU TPPU 

memberikan kewajibannya bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia 

barang dan/ atau jasa untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK 

sebagai bentuk perlindungan bagi peihak pelapor dan sebagai bentuk 

memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menguraikan pula 

baerbagai saran. Adapun saran-saran yang akan disebutkan adalah sebagai 

berikut 

1. Upaya perlindungan hukum bagi notaris dilakukan oleh Majelis 

Kehormatan Notaris berupa pengawasan, pendampingan, dan pemberian 

saksi ahli, karena Majelis Kehormatan Notaris sebagai garda terdepan 

notaris ketika berurusan dengan pihak yang berwenang baik kepolisian 

maupun  kejaksaan. 

2. Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyebutkan merahasiakan 

segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 

diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, 

kecuali undang-undang menentukan lain. Sesuai dengan peraturan 

tersebut seharusnya dibuatkan peraturan Perundang-undangan yang dapat 

mengatur dan melindungi notaris mengenai pelaporan tindak pidana 
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pencucian uang.  

3. Seharusnya Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih 

mensosialisasikan bahwa Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Mengenal Pengguna Jasa adalah  

salah satu buentuk dari Perlindungan hukum bagi notaris sebagai pelapor.



 

4 

 

 


